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A B S T R A K 

 

Salah satu yang menarik apabila mengkaji profesi jabatan notaris 

khususnya mengenai kewajiban ingkar yang dimiliki notaris. Bahwa notaris 

sebagai jabatan kepercayaan wajib merahasiakan isi akta dan segala keterangan 

yang diperoleh dalam pembuatan akta autentik, kecuali Undang-Undang 

menentukan lain. Namun faktanya kewajiban ingkar ini seringkali menjadi 

persoalan dalam proses peradilan. Dalam tesis ini penyusun memfokuskan 

terhadap batasan kewajiban ingkar yang dimiliki notaris berdasarkan Pasal 16 ayat 

(1) huruf f UUJN-P dimana notaris harus menjaga kerahasian isi akta yang 

dibuatnya, bagaimana kedudukan notaris sebagai saksi dalam perkara perdata dan 

pidana serta tanggung jawab notaris dalam melaksanakan kewajiban ingkarnya. 

Rumusan masalah dari penelitian ini dimulai dari ratio legis kewajiban ingkar 

(Verschoningsplicht) berdasarkan UUJN-P. Kemudian membahas mengenai 

batasan-batasan kewajiban ingkar notaris. Metode penelitian yang digunakan 

dalam penulisan ini adalah penelitian hukum (legal research), dengan 

menggunakan pendekatan perUndang-Undangan (Statue Approach) dan 

Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach). Hasil penelitian ini 

menyimpulkan, Pertama adanya kewajiban ingkar yang dimiliki notaris sebagai 

perlindungan hak para pihak. Kedua, didalam praktek peradilan seringkali nama 

Notaris terseret dalam perkara pidana atau perkara perdata, baik sebagai pelaku 

ataupun sebagai saksi. Notaris seringkali dihadapkan pada kenyataan bahwa 

penyidik, hakim sering mengabaikan adanya kewajiban ingkar notaris dimana 

prosedur pemanggilan notaris perlu memperoleh persetujuan Majelis Kehormatan 

Notaris tetapi masih banyak penegak hukum yang mengabaikannya.   

 

Kata kunci: Kedudukan hukum, Kewajiban ingkar, Profesi Jabatan Notaris. 
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A B S T R A C T 

 

One of the interesting things when studying the profession of the notary 

department, especially regarding the disavow obligations that notaries have. That 

the notary as a position of trust shall keep secret the contents of the deed and any 

information obtained in the making of authentic deeds, unless the Law specifies 

otherwise. But the fact is that this obligation is often a problem in the judicial 

process. In this thesis, the author focuses on the limits of the obligations of 

disavow owned by notaries based on Article 16 paragraph (1) f of UUJN-P where 

the notary must maintain the confidentiality of the contents of the deed he made, 

how the position of the notary as a witness in civil and criminal cases and the 

responsibility of the notary in carrying out his disobedient obligations. The 

formulation of the problem of this study starts from the ratio of disobedient 

obligation legislation (Verschoningsplicht) based on UUJN-P. Then discuss the 

limitations of the obligations of notary disavow. The research method used in this 

writing is legal research, using a statutory approach statue approach and 

Conceptual Approach. The results of this study concluded, First there is a 

disavowal obligation owned by notaries as a protection of the rights of the 

parties. Second, in judicial practice often the name of the Notary is dragged in 

criminal cases or civil cases, either as an actor or as a witness. Notaries are often 

faced with the fact that investigators, judges often ignore the obligation of notary 

disobedience where the procedure of notar summoning needs to obtain the 

approval of the Notary Honorary Assembly but there are still many law 

enforcement who ignore it. 

 

Keywords: Legal position, Disavow obligation, Notary Profession. 
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